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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLERET,

. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1)

Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Desa menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa kepada
Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;

. bahwa Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana

dimaksud pada huruf a, disampaikan paling lambat (tiga)
bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan
ditetapkan dengan Peraturan Desa;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan
Peraturan Kalurahan tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183);



3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

4.Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);



10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

L7

18.

19.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016
tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negera
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor
35);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan
Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta 7);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada
Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100, Tambahan Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 100) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa



20.

21.

22.

23.

24.

5.

26.

27.

Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana
Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor
37);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020
tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor
131);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2019 Nomor 82 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor
82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

Peraturan Desa Pleret Nomor 05 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pleret
Kecamatan Pleret Tahun 2021 (Lembaran Desa Pleret
Tahun 2020 Nomor 05) sebagaiman telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kalurahan Pleret
Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Desa Pleret Nomor 05 Tahun 2020 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pleret
Kecamatan Pleret Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pleret
Tahun 2021 Nomor 01);

Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 08 Tahun 2020 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2020
Nomor 08);

Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 09 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan Pleret (Lembaran Desa Pleret
Tahun 2020 Nomor 09);

Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pleret
Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kalurahan Pleret
Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pleret



Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun
2021 Nomor 02);

28. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 06 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan
(RPJMKal) Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten
Bantul Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Kalurahan Pleret
Tahun 2021 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PLERET
dan
LURAH PLERET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp 5.016.899.116,-

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 2.006.445.831,-
b. Bidang Pembangunan Rp 1.001.292.783,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 1.780.590.521,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 90.948.805,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak Desa Rp 313.204.783,-
Jumlah Belanja Rp 5.192.482.723,-

Defisit (Rp 175.583.607,-)



3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 420.509.220,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 50.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Rp 370.509.220,-

SILPA Tahun Berjalan Rp. 194.925.613,-
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kalurahan ini, terdiri dari:
1. Lampiran] : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBKal Tahun Anggaran 2021;

2. Lampiran Il : Laporan Kekayaan Milik Kalurahan.
3. Lampiran Il : Laporan realisasi kegiatan Tahun 2021.

4. Lampiran IV : Daftar Program Sektoral Yang Masuk Kalurahan

Pasal 3
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila
di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Peraturan Kalurahan ini, maka

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan : di Pleret
03 : 4 Maret 2022

Diundangkan : di Pleret
Pada tanggal : 4 Maret 2022
CARIK PLERET

'/

IWAN ALIM SUNU PURWOKO

LEMBARAN KALURAHAN PLERET TAHUN 2022 NOMOR 02
NOREG PERATURAN KALURAHAN PLERET
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL (6/PLERET/2022)



